
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Tanah mempunyai arti penting dalam kehidupan manusia karena tanah 

mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai social asset dan sebagai capital asset. 

Achmad Rubaie menyebutkan : 

Sebagai social asset, tanah merupakan sarana pengikat kesatuan 

sosial dikalangan masyarakat indonesia. Sebagai capital asset, 

tanah telah tumbuh sebagai benda ekonomi yang sangat penting. Di 

satu sisi tanah harus dipergunakan dan dimanfaatkan sebesar-

besarnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dan di sisi 

lain harus dijaga kelestariannya.
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Effendi Perangin menyebutkan bahwa hak atas tanah adalah keseluruhan 

peraturan-peraturan hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang 

mengatur hak-hak penguasaan atas tanah yang merupakan lembaga-lembaga 

hukum dan hubungan-hubungan hukum yang kongkrit.
2
 Penguasaan tanah 

oleh masyarakat dapat dilakukan dengan membuka hutan belantara atau 

dengan cara peralihan hak melalui jual beli, waris, hibah, wakaf dan cara 

perolehan lainnya. 

Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia 

menjelaskan bahwa : 

Bumi, air dan ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung 

didalamnya merupakan suatu karunia dari Tuhan Yang Maha Esa 

kepada seluruh rakyat Indonesia yang pemanfaatannya ditujukan 

untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat 

Indonesia, yang merupakan kekayaan alam sebagai karunia Tuhan 

Yang Maha Esa yang digunakan untuk kesejahteraan rakyat. 
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Pendaftaran tanah sangat diperlukan agar tanah yang melekat haknya dapat 

memiliki kekuatan hukum kepada pemiliknya. Hal tersebut dapat diwujudkan 

dalam bentuk sertifikat yaitu sebagai alat bukti yang mutlak yang tentunya 

didaftarkan kepada pihak yang berwenang. Hal lain diluar pendaftaran tanah, 

tanah juga dapat dijadikan obyek komoditi yaitu dengan peralihan hak atas 

tanah yang biasa terjadi dalam kehidupan masyarakat. 

Peralihan hak atas tanah didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 

Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah (PP No. 10 Tahun 1961) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 

1997 Tentang Pendaftaran Tanah (PP No. 24 Tahun 1997). Dalam Pasal 37 

ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 disebutkan bahwa : 

”Pemindahan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun 

melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan 

dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan 

hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan 

akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.” 

 

PP No. 24/1997 membagi peralihan hak atas tanah dalam beberapa bentuk, 

yaitu pemindahan hak, pemindahan hak dengan lelang, peralihan hak karena 

pewarisan hak, peralihan hak karena penggabungan atau peleburan perseroan 

atau koperasi dan pembebanan hak. Ada 2 (dua) cara peralihan hak atas 

tanah, yaitu beralih dan dialihkan. Beralih menunjukkan berpindahnya hak 

atas tanah tanpa ada perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemiliknya, 

misalnya melalui pewarisan. Sementara itu dialihkan menunjuk pada 



 

 

berpindahnya hak atas tanah melalui perbuatan hukum yang dilakukan 

pemiliknya, misalnya melalui jual beli.
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Abdulkadir Muhammad mengemukakan Jual beli merupakan salah satu 

cara yang lazim dalam perolehan hak atas tanah atau peralihan hak atas tanah. 

Dalam proses jual beli dapat didahului dengan perbuatan tawar-menawar 

yang merupakan faktor penentu sebelum tercapainya kesepakatan tetap antara 

kedua belah pihak. Apabila telah terjadi kesepakatan tetap, perjanjian jual beli 

antara penjual dan pembeli telah dinyatakan sah dan mengikat sehingga wajib 

dilaksanakan oleh para pihak yang membuatnya.
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Menurut hukum adat jual beli tanah adalah suatu perbuatan pemindahan 

hak atas tanah yang bersifat terang dan tunai.terang berarti perbuatan 

pemindahan hak tersebut harus dilakukan di hadapan kepala adat, yang 

berperan sebagai pejabat yang menanggung keteraturan dan sahnya perbuatan 

pemindahan hak tersebut sehingga perbuatan tersebut diketahui oleh umum. 

Tunai maksudnya, bahwa perbuatan pemindahan hak dan pembayaran harga 

nya dilakukan secara serentak (kontan). 

Sejak berlakunya Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1961 tentang 

Pendaftaran Tanah, jual beli dilakukan oleh para pihak dihadapan Pejabat 

Pembuat Akta Tanah yang selanjutnya disingkat dengan PPAT yang bertugas 

membuat aktanya. Dengan dilakukanya jual beli ndihadapan PPAT, dipenuhi 

syarat terang (bukan perbuatan hokum yang gelap, yang dilakukan secara 

sembunyi-sembunyi). Akta jual beli yang ditanda tangani para pihak 

                                                           
3
Lihat https://www.harianproperty.com/Strategi/details/538/Apa-Itu-Peralihan-Hak-

Atas- Tanah/ Akses 17 Juli 2023. 
4
 Menurut Abdulkadir Muhammad, 2010, Hukum Perdata Indonesia, PT. Citra, 

Bandung, hlm. 317. 

https://www.harianproperty.com/Strategi/details/538/Apa-Itu-Peralihan-Hak-Atas-
https://www.harianproperty.com/Strategi/details/538/Apa-Itu-Peralihan-Hak-Atas-


 

 

membuktikan telah terjadi pemindahan hak dari penjual kepada pembelinya 

dengan disertai pembayaran harganya, telah memenuhi syarat tunai dan 

menunjukan dengan secara nyata atau ril perbuatan hokum jual beli yang 

bersangkutan telah dilaksanakan. Akta Jual Beli tersebut membuktikan bahwa 

benar telah dilakukan perbuatan hokum pemindahan hak untuk selama-

lamanya dan pembayaran harganya. Karena perbuatan hokum yang dilakukan 

merupakan perbuatan hokum pemindahak hak, maka akta tersebut 

membuktikan bahwa penerima hak (pembeli) suda menjadi pemegang haknya 

yang baru.                         

Dalam suatu transaksi jual beli, tidak sedikit kasus yang muncul sering kali 

dalam transaksi jual beli tanah timbul permasalahan. Dalam jangka pendek 

pembeli mungkin tidak akan mengalami gugatan dari pihak lain, tetapi dalam 

jangka panjang pembeli akan mengalami gugatan dari pihak lain yang merasa 

memiliki atau dirugikan akan hak atas tanahnya. Pemberian kuasa pada pihak 

lain dalam jual beli tanah dan pengurusan sertipikat sering kali terjadi. Dari 

beberapa kasus yang terjadi, ditemukan fakta bahwa salah satu latar belakang 

terjadinya sengketa tanah adalah kurang hati-hatinya seseorang dalam 

memberikan kuasa kepada pihak lain. Kekurang hati-hatian ini terjadi karena 

pada awalnya tidak ada prasangka apapun pada saat memberikan kuasa 

kepada pihak yang di percaya. 

Dalam hal terjadi perbuatan melawan hokum seperti yang dijelaskan 

disebut diatas undang-undang memberikan peluang dimana sepanjang ada 

pihak lain yang merasa memiliki tanah dapat menggunggat pihak yang 

namanya tercantuk dalam sertipikat ke Pengadalian Umum. Sebagai contoh 



 

 

kasus dengan putusan pengadilan tingkat kasasi register perkara nomor: 

1424K/PDT/2006 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (Inkracht) 

antara Ir. I Made Sadu Yuliadi (Mewakili Saleh Gady karena mininggal 

Dunia), sebagai Penggugat melawan Nofembli dkk: 

a. Drs. Nofembli Rauf 

 Selanjutnya disebut tergugat A 

b. 1.Hartiti 

 2.Hartati 

 3.Ritati 

4.Yudamsyah (Penjual Tanah) 

 Selanjutnya disebut tergugat B 

c. Drs. H.A.MIAS YAN, (Pejabat Pembuat Akta Tanah) 

 Selanjutnya disebut tergugat C 

d. Pemerintah Republik Indonesia Cq Kepala Kantor Badan Pertanahan 

Pusat Cq.Kepala Kantor Badan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat, Cq 

Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman. 

 Selanjutnya disebut tergugat D 

e. Bank Nagari, Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cq. Pimpinan 

Bank Nagari, Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang 

Utama Padang 

 Selanjutnya disebut tergugat E 

f. Rita Yusneli,S.H Pejabat Pembuat Akta Tanah  

 Selanjutnya disebut sebagai tergugat F  

g. Pemerintah Republik Indonesia  Cq. Menteri Keuangan Republik 

Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Piutang Negara Lelang Neara, Cq 

Kepala Kantor wilayah I dengan PLN Medan, Cq. Kepala kantor 

Pelayanan Piutang dan Lelang Negara selanjutnya disebut tergugat G. 

Di dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa ia mendirikan sebuah 

Perseroan dengan nama PT. Sumatera Olah Gas Industri dan guna memenuhi 

kebutuhan perseroan maka dibutuhkan sebidang tanah. Bahwa untuk mencari, 

mendapatkan dan membeli tanah yang dimaksud maka Penggugat memberi 

kuasa kepada Tergugat A, selanjutnya Tergugat A membeli sebidang tanah 

milik Tergugat B. bahwa pada waktu penandatanganan akta jual beli tanah, 

Tergugat A memiliki itikad buruk terhadap Penggugat sebab Tergugat A 

melakukan penandatangan akta jual beli tanah tidak atas nama permberi 

kuasa yaitu Penggugat (PT. Sumatera Gas Olah Industri) akan tetapi Tergugat 



 

 

A bertindak  atas nama pribadinya sendiri, berdasarkan Akta Jual Beli 

No.62/VII/BA/JB/PPAT-B/1994 tanggal 19 Juli 1994 yaitu, yang dibuat Drs. 

H. A. Mias Yan. PPAT tersebutlah Tergugat D melakukan proses peralihan 

hak tanah, sehingga tanah tersebut menjadi milik Tergugat A. 

Tanah tersebut harusnya menjadi milik Penggugat (PT Sumatera Olah Gas 

Industri) karena semua uang pembelian tanah tersebut berasal dari Penggugat 

(PT Sumatera Olah Gas Industri) sesuai dengan bukti yang ada. Bahwa 

Tergugat A juga menjadikan tanah tempat berdirinya pabrik (PT Sumatera 

Olah Gas Industri) sebagai hak tanggungan atas hutangnya Tergugat A 

kepada bank Nagari (Tergugat E). 

Tergugat A yang berhutang kepada Tergugat E tidak pernah melunasi 

hutangnya sampai batas waktu yang ditentukan oleh Tergugat E. Karena 

Tergugat A tidak melunasi hutangnya kepada Tergugat E maka Tergugat E 

menyerahkan penyelesaian hutang Tergugat A ini kepada Kepala Kantor 

Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Padang (Tergugat G). Karena Tergygat 

A tidak mau melunasi hutangnya itu maka Tergugat G akan melelang tanah 

sertipikat Hak Milik no. 215 Desa Pasar Usang, GS. No. 868/1994 dan segala 

apa yang ada diatasnya (jaminan hutang Tergugat A kepada Tergugat E). 

Perbuatan Tergugat A menjadikan tanah terperkara menjadi milik 

pribadinya adalah merupakan perbuatan melanggar hukum maka beralasan 

hokum sertipikat Hak milik No. 215 Deasa Pasar Usang GS. No. 868/1994 

atas nama Tergugat A dibatalkan dan dinyatakan lumpuh dan tidak 

mempunyai kekuatan hukum lagi. Karena perbuatan Tergugat A menjadikan 

tanah terperkara menjadi hak milik pribadinya merupakan perbuatan 



 

 

melanggar hukum maka segala perbuatan hukum dan hubungan hukum yang 

dilakukan oleh Tergugat A dengan Tergugat E dijadikannya tanah terperkara 

sebagai jaminan hutangnya kepada Tergugat menjadi cacat hukum dan 

beralasan untuk dibatalkan. 

Perbutan Tergugat A yang menjadikan tanah terperkara menjadi hak milik 

pribadinya merupakan perbuatan melanggar hukum maka hak tanggungan 

No. 199/1997 tanggak 24 November 1997 yang dibuat oleh Tergugat D 

beralasan hukum untuk dibatalkan dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan 

hukum lagi. Tergugat D dihukum untuk mencoret nama tergugat A yang 

tertulis dalam Sertipikat Hak Milik No. 215 Desa Pasar Usang GS. No. 

868/1994 dan dalam buku tanah yang ada dikantor Tergugat D kemudian 

menggantinya dengan nama Penggugat (PT Sumatera Olah Gas Industri) 

sebagai pemilik sah dari tanah tersebut dan/atau menghukum Tergugat B 

menandatangani kembali akta jual beli tanah sertipikat hak milik No 215 

Desa Pasar Usang GS. No 868/1994 Tergugat sebagai penjual dan penggugat 

sebagai pembeli. Tergugat G dihukum untuk tidak melelang tanah terperkara 

(sertipikat Hak Milik No 215 Desa Pasar Usang GS.No 828/1994 dan 

menyita pula sita yang telah dilakukan oleh Tergugat G atas tanah terperkara 

lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi 

Berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut maka Mahkamah Agung 

mengeluarkan putusan dengan amar sebagai berikut: 

1. Menyatakan dan mengesahkan uang pembelian tanah perkara 

merupakan uang Penggugat (PT. Sumatera Olah Gas Industri); 

2. Menyatakan perbuatan Tergugat A Menjadikan tanah perkara menjadi 

hak milik pribadinya merupakan perbuatan melanggar hukum dan 

merugikan hak Penggugat; 



 

 

3. Menyatakan Akta Jual Beli No.62/VII/BA/JB/PPAT-B/1994 tanggal 19 

Juli 1994 Batal Demi Hukum ; 

4. Menyatakan Sertipikat Hak Milik No.215 Desa Pasar Usang Gambar 

Situasi  No.868/1994 tidak mempunyai kekuatan hukum; 

5. Membatalkan dan menyatakan tidak sah menurut hukum perbuatan 

hukum Tergugat A menjadikan tanah terperkara sebagai jaminan 

hutangnya kepada Tergugat E 

6. Menghukum Tergugat E dan Tergugat G membebaskan tanah 

terperkara dari jaminan hutang Tergugat A kepada Tergugat E 

7. Menghukum Tergugat G untuk tidak melelang tanah terperkara dan 

segala apa yang ada diatasnya. 

Dalam amar putusan tersebut menyatakan Sertipikat hak Milik No.215 

desa Pasar Usang Gambar Situasi  No.868/1994 tidak mempunyai kekuatan 

hukum, dan Akta Jual Beli No.62/VII/BA/JB/PPAT-B/1994 tanggal 19 Juli 

1994 Batal Demi Hukum. Sementara Objek Perkara yang dinyatakan batal 

merupakan objek hak tanggungan yang sudah di perjanjikan menjadi jaminan 

pada Bank Nagari dan  karena adanya wanprestasi yang dilakukan Tergugat 

A terhadap Perjanjian Kredit maka objek perkara haruslah lah dilelang untuk 

pelunasan hutang.  

Hapusnya Hak Milik atas tanah yang dijadikan objek jaminan hak 

tanggungan  Tentunya akan timbulnya permasalahan hukum tersendiri. Hak 

Tanggungan menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak 

Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah 

dalam Pasal 1 ayat (1) didefinisikan :  

Hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas 

tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 

1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau 

tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan 

tanah itu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada 

kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain. 

Menurut ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf d undang undang No 4 tahun 

1996 tentang Hak Tanggungan, hak tanggungan hapus karena karena 

hapusnya hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan. Hapusnya hak 



 

 

tanggungan yang membebani tanah hak milik tidak membuat hapusnya 

perjanjian utang piutang antara kreditur dan debitur, keadaan yang demikian 

ini tentunya akan merugikan pihak pemegang hak tanggungan apabila debitur 

wanprestasi terhadap perjanjian kredit.,  

Sehubungan dengan itu, maka hal ini menimbulkan pertanyaan oleh 

peneliti terhadap pertimbangan hakim yang mana menyatakan Sertipikat hak 

Milik No.215 desa Pasar Usang Gambar Situasi No.868/1994 tidak 

mempunyai kekuatan hukum. Pembatalan Sertipikat ha katas tanah  

merupakan kewenangan Badan Pertanahan Nasional untuk menyelesaikan 

kasus pertanahan yang di atur dalam Pasal 29 sampai dengan pasal 42 

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 

tahun 2020 Tentang Penyelesain kasus Pertanahan (selanjutnya disebut 

Perkaban No 21 Tahun 2020) dimana dalam aturan tersebut terdapat 

kewajiban dari Badan Pertanahan Nasional untuk melaksanakan putusan 

pengadilan apabila dimohonkan oleh pihak yang telah memperoleh putusan 

pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) serta bagaimana 

perlindungan hukum dan tindakan yang dapat dilakukan oleh kreditur 

Terhadap objek perkara yang telah dinyatakan untuk  membebaskan tanah 

terperkara dari jaminan hutang Tergugat A kepada Tergugat E sehingga tidak 

dapat dilaksanakan proses lelang serta Proses  

Oleh sebab itu, Penulis tertarik meneliti lebih dalam lagi terhadap 

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR PEMEGANG HAK 

TANGGUNGAN TERHADAP HAPUSNYA HAK ATAS TANAH YANG 

DIBEBANI BERDASARKAN PUTUSAN HAKIM  ”.  



 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Apa pertimbangan hakim menyatakan dalam amar putusan Sertipikat Hak 

Milik No.215 Desa Pasar Usang Gambar Situasi No.868/1994 tidak 

mempunyai kekuatan hukum? 

2. Bagaimana penyelesaian Kredit macet oleh pihak kreditur atas hapusnya 

hak atas tanah berdasarkan putusan hakim? 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan pokok permasalahan diatas maka tujuan penulisan tesis, 

adalah: 

1. Untuk mengetahui apa pertimbangan hakim menyatakan dalam amar 

putusan Sertipikat Hak Milik No.215 Desa Pasar Usang Gambar Situasi 

No.868/1994 tidak mempunyai kekuatan hukum 

2. Untuk mengetahui tindakan yang dapat dilakukan oleh kreditur setelah 

hak tanggungan dinyatakan batal demi hukum 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat dalam ilmu 

pengatahuna maupun pembangunan/ masyarakat luas pada umumnya dan 

bagi pihak perbankan. Manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian Ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum yang 

berkaitan dengan akibat sertipikat hak atas tanah dan hak tanggungan 

dinyatakan batal demi hukum oleh putusan pengadilan. 



 

 

b. Penulisan ini secara khusus bermanfaat bagi penulis, yaitu untuk 

memberikan referensi bagi kepentingan akademis penulis dan juga 

sebagai bahan tambahan kepustakaan bagi penulis serta dapat 

memberikan informasi tentang tindakan yang dapat dilakukan kreditur 

terhadap sertipikat yang dibatalkan oleh hakim melalui pengadilan 

sementara sertipikat tersebut menjadi hak tanggungan. 

c. Menerapkan teori-teori yang telah diperoleh dari bangku perkuliahan 

dan menghubungkannya dengan praktek di lapangan. 

d. Untuk memperluas cakrawala berpikir penulis agar dapat merumuskan 

hasil penelitian dalam bentuk tulisan.  

2. Manfaat Praktis 

a. Hasil penelitian nantinya diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan memberikan 

sumbangan dalam memperbanyak referensi dibidang ilmu hukum, 

khususnya mengenai pembatalan sertipikat dan hak tanggungan atas 

tanah berdasarkan putusan hakim peradilan umum di kabupaten 

Padang Pariaman. 

b. Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan dan 

sumbangan pengetahuan mengenai pembatalan sertipikat hak milik 

atas tanah berdasarkan putusan hakim peradilan umum dan 

perlindungan hukum terhadap kreditur yang dapat diberikan setelah 

hak tanggungan dinyatakan batal, sehingga dapat memberikan 

manfaat baik untuk masyarakat maupun pihak perbankan dapat 

memberikan kepastian hukum. 



 

 

E. Keaslian Penelitian 

Dalam penelitian ini yang yang akan di bahas adalah “PERLINDUNGAN 

HUKUM TERHADAP KREDITUR PEMEGANG HAK 

TANGGUNGAN TERHADAP HAPUSNYA HAK ATAS TANAH  

YANG DIBEBANI BERDASARKAN PUTUSAN HAKIM” Berdasarkan 

hasil penelusuran yang penulis lakukan, penulis menemukan ada beberapa 

hasil penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang ingin penulis teliti, 

tetapi pada dasarnya penulisan tesis yang penulis lakukan terdapat perbedaan, 

oleh karena itu untuk membuktikan orisinalitas penelitian ini dibutuhkan 

tinjauan terhadap penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan. Bagian 

ini akan memaparkan beberapa penelitian serupa yang pernah dilakukan 

kemudian akan dijelaskan persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini 

belum pernah dilakukan dan penting untuk dilakukan. Diantara penelitian 

tersebut adalah: 

1. Roni,Thesis,2020,Pembatalan Sertipikat Hak Milik Oleh Kantor 

Pertanahan Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan 

Hukum Tetap Dalam Perkara Nomor: 17/PDT.G/2009.PN.LB.BS. 

Rumusan Masalah: 

a. Bagaimana Perbedaan proses Pembatalan sertipikat hak atas tanah 

berdasarkan putusan Peradilan Umum dan Pengadilan Tata Usaha 

Negara. 

b. Bagaimana proses pembatalan sertipikat hak milik berdasarkan putusan 

pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara nomor:  

17/PDT.G/2009.PN.LB.BS 



 

 

c. Bagaimana akibat hukum terhadap pembatalan sertipikat hak milik 

dengan keluarnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap 

dalam perkara nomor: 17/PDT.G/2009.PN.LB.BS 

Berdasarkan Rumusan Masalah yang diangkat dalam penelitian 

tersebut, dapat dilihat bahwa yang menjadi Legal Problem pada 

penelitian adalah proses pembatalan Sertipikat hak atas tanah 

berdasarkan putusan Pradilan Umum dan Pengadilan Tata Usaha 

Negara serta akibat hukum terhadap pembatalan sertipikat hak milik 

karena putusan pengadilan dalam perkara Nomor  

17/PDT.G/2009.PN.LB.BS. dalam penelitian tersebut terfokus pada 

perbedaan proses pelaksanaan pembatalan dengan dua sistem peradilan 

yang berbeda, sedangkan dalam penelitian ini terfokus untuk meneliti 

terhadap pertimbangan hakim yang menyatakan sertipikat tidak 

memiliki kekuatan hukum dan tindakan yang dapat dilakukan oleh 

kreditur terhadap hak tanggungan yang dinyatakan batal demi hukum. 

2. Annisa,Thesis,2023,Pembatalan Sertipikat Hak Milik Oleh Kantor 

Pertanahan Berdasarkan Putusan Hakim di Kabupaten Padang 

PAriaman 

Rumusan Masalah: 

a. Bagaimana proses pembatalan sertifikat hak milik atas tanah 

berdasarkan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap 

(Inkracht) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman? 

b. Bagaimana proses pendaftaran tanah atas bidang tanah yang 

sertifikatnya telah dibatalkan berdasarkan putusan hakim yang telah 



 

 

berkekuatan hukum tetap (Inkracht) pada Kantor Pertanahan Kabupaten 

Padang Pariaman?   

c. Bagaimana kepastian hukum pemegang hak atas tanah akibat 

pembatalan sertifikat hak milik atas tanah berdasarkan putusan hakim 

yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht) pada Kantor Pertanahan 

Kabupaten Padang Pariaman?   

Berdasarkan Rumusan Masalah yang diangkat dalam penelitian 

tersebut, dapat dilihat bahwa yang menjadi Legal Problem pada 

penelitian adalah proses pembatalan Sertipikat hak atas tanah 

berdasarkan putusan Pradilan Umum serta peroses pendaftaran kembali 

sertipikat yang telah dibatalkan dan kepastian hukum terhadap 

pemegang hak yang sah akibat pembtaalan sertipikat. sedangkan dalam 

penelitian ini terfokus untuk meneliti terhadap pertimbangan hakim 

yang menyatakan sertipikat tidak memiliki kekuatan hukum dan 

tindakan yang dapat dilakukan oleh kreditur terhadap hak tanggungan 

yang dinyatakan batal demi hukum. 

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

1. Kerangka Teoritis 

Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam 

membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. 

Menurut Oetje Salman dan Anthon F  

Teori adalah suatu set/ kumpulan/ koleksi/ gabungan proposisi yang 

secara logis terkait satu sama lain dan diuji serta disajikan secara 

sistematis. Menurut teori dibangun dan dikembangkan melalui riset 



 

 

dan dimaksudkan untuk menggambarkan dan menjelaskan suatu 

fenomena.
5  

 

Adapun teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini adalah : 

a. Teori Perlindungan Hukum 

 

Mengenai teori perlindungan hukum, menurut Satjipto Raharjo, 

perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak 

asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu 

diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak 

yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk 

mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan 

fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan 

untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan 

politik untuk memperoleh keadilan sosial.
6
 

Menurut pendapat Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum 

bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif 

represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah 

terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap 

hati- hati dalam pengambilankeputusan berdasarkan diskresi, dan 

perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya 

sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan
7
. 

Sesuai dengan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa fungsi hukum 
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adalah melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat 

merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat 

maupun penguasa. Selain itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan 

serta menjadi sarana mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. 

Perlindungan hukum bila dijelaskan harfiah dapat menimbulkan 

banyak persepsi. Sebelum mengurai perlindungan hukum dalam makna 

yang sebenarnya dalam ilmu hukum, menarik pula untuk mengurai 

sedikit mengenai pengertian-pengertian yang dapat timbul dari 

penggunaan istilah perlindungan hukum, yakni Perlindungan hukum 

bisa berarti perlindungan yang diberikann terhadap hukum agar tidak 

ditafsirkan berbeda dan tidak cederaioleh aparat penegak hukum dan 

juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap 

sesuatu
8
. 

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum 

apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut :Adanya pengayoman 

dari pemerintah terhadap warganya. 

1) Jaminan kepastian hukum. 

2) Berkaitan dengan hak-hak warganegara. 

3) Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. 

Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keadilan. 

Menurut Soedirman Kartohadiprodjo, pada hakikatnya tujuan hukum 

adalah mencapai keadilan. Maka dari itu, adanya perlindungan hukum 

merupakan salah satu medium untuk menegakkan keadilan. 
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Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: 

 

1) Perlindungan Hukum Preventif 

 

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan 

untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat 

dalam peraturan perUndang - Undangan dengan maksud untuk 

mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau 

batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. 

2) Perlindungan Hukum Represif. 

 

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir 

berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang 

diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu 

pelanggaran. 

b. Pertimbangan Hakim  

Teori pertimbangan hakim oleh para ahli menekankan pentingnya 

keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam menjatuhkan 

putusan. Selain itu, hakim juga harus mempertimbangkan faktor-faktor 

lain seperti aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis. Pertimbangan ini 

bertujuan untuk memastikan putusan hakim mencerminkan keadilan 

dan kepastian hukum, serta bermanfaat bagi masyarakat.  

1. Asas-Asas Utama dalam Pertimbangan Hakim: 

a. Keadilan (gerechtigheit): 

Hakim harus menjatuhkan putusan yang adil, baik bagi terdakwa 

maupun korban.  

b. Kepastian Hukum (rechsecherheit): 



 

 

Putusan hakim harus didasarkan pada hukum yang berlaku dan 

tidak dapat diubah sewenang-wenang.  

c. Kemanfaatan (zwachmatigheit): 

Putusan hakim harus memberikan manfaat bagi masyarakat, 

misalnya dengan mencegah terjadinya tindak pidana serupa.  

2. Pertimbangan Yuridis, Sosiologis, dan Filosofis: 

a. Pertimbangan Yuridis: 

Hakim harus mempertimbangkan fakta-fakta yuridis yang 

terungkap dalam persidangan dan ketentuan hukum yang berlaku.  

b. Pertimbangan Sosiologis: 

Hakim juga harus mempertimbangkan nilai-nilai sosial yang 

hidup di masyarakat dan bagaimana putusan tersebut akan 

berdampak pada masyarakat.  

c. Pertimbangan Filosofis: 

Hakim harus mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan moral 

yang tercermin dalam hukum.  

3. Faktor-Faktor Lain yang Mempengaruhi Pertimbangan Hakim: 

a. Fakta Persidangan: 

Hakim harus mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap 

selama persidangan, seperti bukti-bukti yang disajikan.  

b. Keadaan yang Memperingankan dan Memberatkan: 

Hakim dapat mempertimbangkan keadaan yang meringankan atau 

memberatkan terdakwa, seperti usia, status sosial, dan pekerjaan.  

c. Rasa Keadilan Masyarakat: 



 

 

Hakim harus mempertimbangkan rasa keadilan yang hidup di 

masyarakat, sehingga putusannya dapat diterima dan dihormati.  

4. Peran Hakim dalam Mewujudkan Keadilan: 

a. Hakim harus mampu memahami dan mengaplikasikan hukum 

dengan tepat. 

b. Hakim harus mampu mengkomunikasikan putusannya dengan jelas 

dan transparan. 

c. Hakim harus mampu menyeimbangkan berbagai kepentingan yang 

terlibat dalam perkara.  

5. Tujuannya adalah untuk Menegakkan Kebenaran dan Keadilan: 

a. Hakim tidak hanya menjatuhkan pidana, tetapi juga berusaha untuk 

menemukan kebenaran materil. 

b. Hakim harus menjamin tegaknya hukum dan keadilan dalam 

masyarakat. 

c. Hakim harus mampu menjatuhkan putusan yang sesuai dengan 

hukum dan rasa keadilan masyarakat 

Kesimpulan: 

Pertimbangan hakim merupakan proses yang kompleks dan 

membutuhkan keahlian khusus. Hakim harus mampu 

mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk asas-asas hukum, nilai-

nilai sosial, dan rasa keadilan masyarakat. Dengan mempertimbangkan 

berbagai aspek ini, hakim diharapkan dapat menjatuhkan putusan yang 

adil, sesuai dengan hukum, dan bermanfaat bagi masyarakat.  

c. Teori Pembuktian 



 

 

Menurut Anshoruddin pembuktian secara etimologi berasal dari 

bukti yang berarti sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. 

Kata bukti jika mendapat awalan pe dan akhiran an maka berarti proses, 

perbuatan, cara membuktikan. Secara terminologi pembuktian bararti 

usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang 

pengadilan.
9
 

Pembuktian menurut istilah bahasa arab berasal dari kata “Al- 

Bayyinah” yang artinya “suatu yang menjelaskan”. Secara terminologi 

pembuktian berarti memberi keterangan dengan dalil hingga 

meyakinkan. Beberapa pakar hukum Indonesia memberikan berbagai 

macam pengertian mengenai pembuktian. R. Soepomo di dalam 

bukunya Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri menerangkan bahwa 

pembuktian mempuyai arti luas dan arti sempit (terbatas). Dalam arti 

luas pembuktian berarti memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-

syarat bukti yang sah, sedangkan dalam arti terbatas pembuktian itu 

hanya diperlukan apabila yang dikemukakan oleh penggugat itu 

dibantah oleh tergugat.
10

 

Dari pengertian menurut Supomo di atas, pembuktian dalam arti luas 

tersebut menghasilkan konsekuensi untuk memperkuat keyakinan 

hakim semaksimal mungkin. Suatu pembuktian diharapkan dapat 

memberikan keyakinan hakim pada tingkat yang meyakinkan dan 

dihindarkan pemberian putusan apabila terdapat kondisi meragukan 
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atau yang lebih rendah. Hal ini dikarenakan dalam pengambilan 

keputusan berdasar kondisi ragu ini dapat memungkinkan adanya 

penyelewengan.
11

 

Dalam arti terbatas sebagaimana tersebut di atas, yaitu bahwa 

pembuktian baru diperlukan apabila yang dikemukakan oleh penggugat 

dibantah oleh tergugat, suatu pembuktian memerlukan adanya dalil. Ini 

berarti bahwa hal-hal kebenaran yang tidak dibantah oleh tergugat tidak 

perlu dibuktikan.
12

  

Menurut Prof. R. Subekti, SH, dalam bukunya Hukum Pembuktian, 

membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau 

dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.
13

 

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata disebutkan 

bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu 

hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu 

hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan 

membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut (Pasal 163 HIR (289 

RBg) dan Pasal 1865 KUHPerdata). 

Sophar Maru Hutagalung menyatakan, pembuktian dapat diartikan 

sebagai upaya memberi kepastian dalam arti yuridis, memberi dasar-

dasar yang cukup kepada hakim tentang kebenaran dari suatu peristiwa 
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yang diajukan oleh pihak yang berperkara secara formil, artinya terbatas 

pada bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.
14

 

Hukum pembuktian dalam hukum acara perdata menduduki tempat 

yang sangat penting. Kita ketahui bahwa hukum acara atau hukum 

formil bertujuan hendak menegakkan dan mempertahankan hukum 

materil. Jadi secara formil hukum pembuktian itu mengatur cara 

bagaimana mengadakan pembuktian seperti terdapat di dalam RBg dan 

HIR. Sedangkan secara materil, hukum pembuktian itu mengatur dapat 

tidaknya diterima pembuktian dengan alat-alat bukti tertentu 

dipersidangan serta kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti tersebut. 

Dalam jawab menjawab di muka sidang pengadilan, pihak-pihak 

yang berperkara dapat mengemukakan peristiwa-peristiwa yang dapat 

dijadikan dasar untuk meneguhkan hak perdatanya atau untuk 

membantah hak perdata pihak lain. Peristiwa-peristiwa tersebut sudah 

tentu tidak cukup dikemukakan begitu saja, baik secara tertulis maupun 

lisan. Akan tetapi, harus diiringi atau disertai bukti-bukti yang sah 

menurut hukum agar dapat dipastikan kebenarannya. Dengan kata lain, 

peristiwa- peristiwa itu harus disertai pembuktian secara yuridis. 

Dengan demikian, yang dimaksud dengan pembuktian adalah 

penyajian alat- alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang 

memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang 

kebenaran peristiwa yang dikemukakan. Pembuktian diperlukan dalam 

suatu perkara yang mengadili suatu sengketa di muka pengadilan 
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maupun dalam perkara-perkara permohonan yang menghasilkan suatu 

penetapan. 

Dalam suatu proses perdata, salah satu tugas hakim adalah untuk 

menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan 

benar-benar ada atau tidak. Adanya hubungan hukum inilah yang harus 

terbukti apabila penggugat menginginkan kemenangan dalam suatu 

perkara. 

Apabila penggugat tidak berhasil untuk membuktikan dalil-dalil 

yang menjadi dasar gugatannya, maka gugatannya tersebut akan 

ditolak, namun apabila sebaliknya maka gugatannya tersebut akan 

dikabulkan sesuai dengan penilaian dan pertimbangan majelis hakim. 

Tidak semua dalil yang menjadi dasar gugatan harus dibuktikan 

kebenarannya, sebab dalil-dalil yang tidak disangkal, apalagi diakui 

sepenuhnya oleh pihak lawan tidak perlu dibuktikan lagi. Begitu pula 

dalam hal pembuktian tidak selalu pihak penggugat saja yang harus 

membuktikan dalilnya. 

Hakim yang memeriksa perkara tersebut yang akan menentukan 

siapa diantara pihak-pihak yang berperkara yang diwajibkan 

memberikan bukti, apakah pihak penggugat atau pihak tergugat. 

Dengan perkataan lain hakim sendiri yang menentukan pihak yang 

mana akan memikul beban pembuktian. Hakim berwenang 

membebankan kepada para pihak untuk mengajukan suatu pembuktian 

dengan cara yang seadil-adilnya. 



 

 

Dalam melakukan pembuktian seperti yang telah disebutkan di atas, 

para pihak yang berperkara dan hakim yang memimpin pemeriksaan 

perkara dipersidangan harus mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam 

hukum pembuktian yang mengatur tentang cara pembuktian, beban 

pembuktian, macam-macam alat bukti serta kekuatan alat-alat bukti 

tersebut, dan sebagainya. 

Hukum pembuktian ini termuat dalam HIR (Herziene Indonesische 

Reglement) yang berlaku diwilayah Jawa dan Madura, Pasal 162 sampai 

dengan Pasal 177, RBg (Rechtsreglement voor de Buitengewesten) 

berlaku diluar wilayah Jawa dan Madura, Pasal 282 sampai dengan 

Pasal 314, Stb. 1867 No. 29 tentang kekuatan pembuktian akta di 

bawah tangan, dan BW (Burgerlijk Wetboek) atau KUHPerdata Buku 

IV Pasal 1865 sampai dengan Pasal 1945. 

Menurut Sobhi Mahmasoni dalam buku Hukum Pembuktian  

Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif karangan 

Anshoruddin yang dimaksud membuktikan suatu perkara adalah 

mengajukan alasan dan memberikan dalil sampai kepada batas yang 

menyakinkan. Yang dimaksud meyakinkan adalah apa yang menjadi 

ketetapan atau keputusan atas dasar penelitian dan dalil-dalil itu,
15

 

sedangkan menurut R. Subekti dalam hukum pembuktian, 

mendefinisikan pembuktian adalah menyakinkan hakim tentang 

kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu 

persengketaan.
16
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Menurut R. Subekti, pembuktian mempunyai dua arti, yaitu arti yang 

luas dan arti yang terbatas. Arti yang luas adalah membenarkan 

hubungan hukum, yaitu apabila hakim mengabulkan tuntutan 

penggugat, pengabulan ini mengandung arti bahwa hakim menarik 

kesimpulan bahwa apa yang dikemukakan oleh penggugat sebagai 

hubungan hukum antara penggugat dan tergugat adalah benar. Untuk itu 

membuktikan dalam arti yang luas berarti memperkuat kesimpulan 

hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah. Dalam arti yang terbatas, 

pembuktian yang diperlukan apabila yang dikemukakan oleh penggugat 

itu dibantah oleh tergugat. Apa yang tidak dibantah tidak perlu 

dibuktikan. Dalam arti yang terbatas inilah orang mempersoalkan hal 

pembagian beban pembuktian.
17

 

Setelah menelaah beberapa pengartian pembuktian di atas, maka 

penulis dapat mengambil kesimpulan dalam hal pengartian pembuktian 

yaitu suatu proses yang mutlak ditempuh para pihak yang berperkara di 

pengadilan untuk meyakinkan hakim terhadap dalil atau dalil-dalil yang 

dikemukakan di muka sidang pengadilan guna mencapai kepastian 

hukum. 

Sedangkan tujuan pembuktian  adalah untuk memperoleh kepastian 

bahwa suatu pristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi 

sehingga mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil, tujuan 

pembuktian di atas yaitu memperoleh suatu kejelasan  

d. Teori Kepastian Hukum  
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Dalam analisisnya hakim melmpelrtimbangkan belrbagai hal selpelrti 

fakta, hulkulm dan argulmelntasi piak-pihak yang telrkait ulntulk 

melmastikan bahwa kelpultulsan yang dibulat melmbelrikan kelpastian 

hulkulm yang jellas dan selsulai delngan hulkulm yang belrlakul. Delngan 

adanya kelpastian hulkulm, individul dan masyarakat dapat melrelncanakan 

dan melmpreldiksi akibat hulkulm dari tindakan melrelka, selhingga 

melmbantul melmellihara stabilitas dan keltelrtiban hulkulm dalam 

masyarakat. 

Dominikus Rato mengemukakan, kelpastian melrulpakan sulatul 

keladaan yang pasti dan teltap. Hulkulm itul selcara hakikatnya haruls pasti 

dan adil. Pasti dalam hal tindakan dan adil dalam artian selsulai delngan 

kelwajaran, maka delngan belrsifat adil dan dilakulkan delngan pasti 

hulkulm bisa di jalankan selsulai delngan fulngsinya kelpastian hulkulm 

dijawab selcara normatif tidak sosiologis.
18

  

Telori kelpastian hulkulm melnulrult Ultrelcht yaitul hulkulm belrtulgas 

melnjamin adanya kelpastian hulkulm (relchtzelkelrhelit) dalam pelrgaullan 

manulsia dan hulbulngan-hulbulngannya dalam pelrgaullan kelmasyarakatan. 

Hulkulm melnjamin kelpastian pada pihak yang satul telrhadap pihak yang 

lain.
19

 Telori kelpastian hulkulm melmiliki 2 (dula) pelngelrtian, yaitul 

pelrtama adanya atulran yang belrsifat ulmulm melmbulat individul 

melngeltahuli pelrbulatan apa yang bolelh dan tidak bolelh dilakulkan, dan 

keldula belrulpa kelamanan hulkulm bagi individul dari kelwelnangan 
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pelmelrintah karelna delngan adanya atulran hulkulm yang belrsifat ulmulm 

telrselbult individul dapat melngeltahuli apa saja yang bolelh dibelbankan 

ataul dilakulkan olelh nelgara telrhadap individul.  

Melnulrult Suldikno Melrtokulsulmo, kelpastian hulkulm adalah jaminan 

bahwa hulkulm dijalankan, bahwa yang belrhak melnulrult hulkulm dapat 

melmpelrolelh haknya dan bahwa pultulsan dapat dilaksanakan. Adanya 

kelpastian hulkulm masyarakat dapat melngeltahuli hak dan kelwajiban 

melnulrult hulkulm.
20

 Tanpa adanya kelpastian hulkulm maka orang tidak 

melngeltahuli mana yang salah dan belnar, mana yang dilarang ataul tidak 

dilarang olelh hulkulm.  

Melnulrult Kellseln, hulkulm adalah selbulah sistelm norma. Norma adalah 

pelrnyataan yang melnelkankan aspelk “selharulsnya” ataul das solleln, 

delngan melnyelrtakan belbelrapa pelratulran telntang apa yang haruls 

dilakulkan. Norma-norma adalah produlk dan aksi manulsia yang 

dellibelratif. Ulndang-Ulndang yang belrisi atulran-atulran yang belrsifat 

ulmulm melnjadi peldoman bagi individul belrtingkah lakul dalam 

belrmasyarakat, baik dalam hulbulngan delngan selsama individul maulpuln 

dalam hulbulngannya delngan masyarakat. 

Atulran-atulran itul melnjadi batasan bagi masyarakat dalam 

melmbelbani ataul mellakulkan tindakan telrhadap individul. Adanya atulran 

itul dan pellaksanaan atulran telrselbult melnimbullkan kelpastian hulkulm.
21
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Melnulrult Gulstav Radbrulch, hulkulm haruls melngandulng 3 (tiga) nilai 

idelntitas, yaitul selbagai belrikult: 

1. Asas kelpastian hulkulm (relchtmatighelid). Asas ini melninjaul dari 

suldult yulridis. 

2. Asas keladilan hulkulm (gelrelctighelit). Asas ini melninjaul dari suldult 

filosofis, dimana keladilan adalah kelsamaan hak ulntulk selmula 

orang di delpan pelngadilan. 

3. Asas kelmanfaatan hulkulm (zwelchmatighelid ataul doellmatighelid 

ataul ultility).
22

 

Telori kelpastian hulkulm melnelgaskan bahwa tulgas hulkulm itul 

melnjamin kelpastian hulkulm dalam hulbulngan pelrgaullan masyarakat. 

Kelpastian dalam hulkulm telrcapai kalaul hulkulm itul selbanyak-banyaknya 

hulkulm ulndang-ulndang dan bahwa dalam ulndang-ulndang itul tidak ada 

keltelntulan yang belrtelntangan, ulndang-ulndang dibulat belrdasarkan 

kelnyataan hulkulm dan dalam ulndang-ulndang telrselbult tidak dapat 

istilah-istilah yang dapat ditafsirkan belrlainan. 

Ajaran kelpastian hulkulm ini belrasal dari ajaran Yulridis-Dogmatik 

yang didasarkan pada aliran pelmikiran positivis di dulnia hulkulm, yang 

celndelrulng mellihat hulkulm selbagai selsulatul yang otonom, yang mandiri, 

karelna bagi pelnganult pelmikiran ini, hulkulm tak lain hanya selkulmpullan 

atulran. Bagi pelnganult aliran ini, tuljulan hulkulm tidak lain dari selkeldar 

melnjamin telrwuljuldnya kelpastian hulkulm. Kelpastian hulkulm diwuljuldkan 

olelh hulkulm delngan sifatnya yang hanya melmbulat sulatul atulran hulkulm 
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yang belrsifat ulmulm. Sifat ulmulm dari atulran-atulran hulkulm 

melmbulktikan bahwa hulkulm tidak belrtuljulan ulntulk melwuljuldkan 

keladilan ataul kelmanfaatan, mellainkan selmata-mata ulntulk kelpastian.
23

 

Kelpastian hulkulm melrulpakan pelrtanyaan yang hanya dapat dijawab 

selcara normatif. Kelpastian hulkulm selcara normatif adalah keltika sulatul 

pelratulran dibulat dan diulndangkan selcara pasti karelna melngatulr selcara 

jellas dan logis. Jellas, dalam artian tidak melnimbullkan kelragul-ragulan 

(mullti-tafsir) dan logis dalam artian ia melnjadi sulatul sistelm norma, 

delngan norma lain selhingga tidak belrbelntulran ataul melnimbullkan 

konflik norma. Konflik norma yang ditimbullkan dari keltidakpastian 

atulran dapat belrbelntulk kontelstasi norma, reldulksi norma ataul distorsi 

norma.  

Telori kelpastian hulkulm melnelgaskan dalam hal sulatul tulgas hulkulm itul 

melnjamin kelpastian hulkulm dalam hulbulngan-hulbulngan pelrgaullan 

kelmasyarakatan karelna hulkulm belrasal dari pelrkelmbangan masyarakat, 

dalam telrjadinya kelpastian maka yang dicapai olelh karelna hulkulm. 

Undang-Undang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) 

merupakan ketentuan-ketentuan yang jelas mengenai tugas, tanggung 

jawab, kewenangan dan prosedur yang harus diikuti oleh Notaris/PPAT 

dalam membuat akta tanah. Tujuan dari keberadaan UUJN adalah untuk 

menciptakan kepastian hukum dalam proses pembuatan akta dan untuk 

melindungi kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan 
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akta tersebut. Dengan demikian UUJN menciptakan kerangka kerja 

yang jelas dan pasti bagi PPAT dalam menjalankan tugasnya. 

2. Kerangka Konseptual  

Selain didukung dengan kerangka teoritis, penulisan ini juga didukung 

oleh kerangka konseptual yang merumuskan defenisi-definisi tertentu yang 

berhubungan dengan judul yang diangkat, yang dijabarkan sebagai berikut: 

a. Pembatalan  

Definisi pembatalan hak atas tanah di jelaskan dalam Pasal 1 angka 14 

Peraturan Menteri Agraria/Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Nomor 9 Tahun 1999 tentang pemberian dan pembatalan hak milik tanah 

negara dan hak pengelolaan yang menyebutkah bahwa “pembatalan hak 

atas tanah adalah pembatalan surat keputusan pemberian hak atas tanah 

atau sertipikat hak atas tanah karena keputusan tersebut mengandung cacat 

hukum administrasi dalam penerbitannya atau untuk melaksanakan 

putusan pengadilan yang telah memperolah ketetapan hukum tetap” 

b. Pertimbangan Hakim  

Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek terpenting dalam 

menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung 

keadilan  (ex aequo et bono)  dan mengandung kepastian hukum, 

disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang 

bersangkutan sehingga pertimbngan hakim ini harus disikapi dengan teliti, 

baik, dan cermat.  Sebagaimana diketahui, setiap hakim dalam sidang 

permusyawaratan diwajibkan untuk menyuarakan komentar atau pendapat 

tertulis mengenai masalah yang sedang diadili dan merupakan komponen 



 

 

yang tidak dapat disisihkan dari kesimpulan berdasarkan Pasal 14 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. 

Agar benar benar mencerminkan asas legal, filosofis, dan sosiologis 

c. Hak Tanggungan  

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 disebutkan 

pengertian hak tanggungan. Yang dimaksud dengan hak tanggungan 

adalah : 

Hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut 

benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, 

untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang 

diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor 

lain. 

Hak tanggungan yang dijadikan obyek utama adalah hak atas tanah, 

walaupun dalam praktiknya, sebagaimana penjelasan umum UU No. 

4/1996 angka (6) ditentukan bahwa dalam kenyataannya seringkali 

terdapat benda-benda berupa bangunan, tanaman dan hasil karya yang 

secara tetap merupakan satu kesatuan dengan tanah yang dijadikan 

jaminan tersebut. 

e. Badan Peradilan Umum 

Peradilan dalam istilah bahasa Inggris disebut Judiciary dan 

Rechhspraak  yang dalam bahasa Belanda maksudnya adalah segala 

sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara dalam menegakan hukum 

dan keadilan. Penggunaan istiah Peradilan (rechtspraak/judiciary) 



 

 

menunjuk kepada proses untuk memberikan keadilan dalam rangka 

menegakan hukum (het rechtspreken).
24

 

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang  Nomor 49 Tahun 2009 

Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang 

peradilan umum menyatakan pengadilan adalah pengadilan negeri dan 

pengadilan tinggi di lingkungan peradilan umum. 

Kompetensi atau kewenangan dari lingkungan peradilan umum 

dilaksanakan oleh 3 lembaga yaitu : 

1) Pengadilan Negeri 

Pengadilan negeri adalah suatu pengadilan yang sehari-hari 

memeriksa dan memutuskan perkara tingkat pertama dari segala 

perkara perdata dan pidana untuk semua golongan yang berkedudukan 

dan memiliki daerah hukum di Ibukota Kabupaten/kota. Adapun 

kewenangan Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang 

Nomor 49 tahun 2009 sebagai berikut : 

a) Memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara pidana dan 

perdata pada tingkat pertama. 

b) Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat hukum pada 

instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta. 

c) Ketua pengadilan negeri berkewajiban atas pekerjaan penasihat 

hukum dan notaris di daerah hukumnya dan melaporkan hasil 

pengawasannya kepada ketua Pengadilan Tinggi, Ketua 
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Mahkamah Agung, dan menteri yang tugas dan tanggung 

jawabnya meliputi jabatan notaris. 

2) Pengadilan tinggi 

Pengadilan tinggi merupakan pengadilan di tingkat banding untuk 

memeriksa perkara perdata dan pidana yang telah diputuskan oleh 

pengadilan negeri. Kedudukan pengadilan tinggi berada di wilayah 

daerah provinsi. Kewenangan pengadilan tinggi sebagai berikut : 

a) Mengadili perkara pidana dan perdata ditingkat banding 

b) Mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan 

mengadili antar pengadilan negeri di daerah hukumnya 

c) Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang 

hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta. 

d) Ketua pengadilan tinggi berkewajiban melakukan pengawasan 

terhadap jalannya peradilan di tingkat pengadilan negeri dan 

menjaga supaya peradilan dilaksanakan dengan seksama dan 

sewajarnya.
25

 

3) Mahkamah Agung  

 Mahkamah Agung merupakan badan kekuasaan kehakiman tertinggi 

(Pengadilan negara tertinggi). Proses pengadilan yang dilaksanakan 

baik oleh peradilan umum maupun oleh peradilan khusus berakhir dan 

berpuncak tunggal pada Mahkamha Agung. Proses pengadilan ini 

berbeda dengan negara lain seperti Prancis dimana puncak kekuasaan 
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kehakimannya dipegang oleh 2 (dua) lembaga, yakni Conseil d’Etat 

yang merupakan puncak perkara-perkara administrasi dan Cour de 

Cassation yang merupakan puncak perkara-perkara lainnya. Sedangkan 

sengekta wewenang mengadili antara kedua peradilan tersebut 

diselesaikan oleh Menteri Kehakiman.
26

 Oleh karenanya, Mahkamah 

Agung telah diberikan tugas dan wewenang yang dalam hal ini adalah 

sebagai berikut: 

a) Memeriksa dan memutuskan pada tingkat kasasi 

b) Memeriksa dan memutuskan permohonan Peninjauan Kembali 

(PK) 

c) Memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir 

d) Memeriksa dan memutus Sengketa Kewenangan Mengadili 

e) Penemuan dan pembentukan hukum.
27

 

f. Putusan Pengadilan  

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan pada 

sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan atau 

mengakhiri perkara perdata.
28

 Dalam hukum perdata juga mengatur 

upaya hukum apabila para pihak tidak dapat menerima putusan 

pengadilan. Upaya-upaya hukum yang dapat ditempuh antara lain : 

a. Upaya Hukum Biasa  terdiri dari : 
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1) Perlawanan/Verzet yaitu suatu upaya hukum terhadap putusan 

di luar hadirnya tergugat (Putusan verstek); 

2) Banding Adalah upaya hukum yang dilakukan apabila salah 

satu pihak tidak puas terhadap putusan Pengadilan Negeri atau 

tingkat pertama. Tingkat Banding ini hanya diberi batas 14 hari 

waktu untuk menyatakan banding. Pengertian 14 hari adalah 

14 kalender sejak dibacakannya putusan atau 14 hari kalender 

sejak diterimanya pemberitahuan putusan bagi pihak yang 

tidak hadir pada waktu dibacakannya putusan.
29

 

3) Kasasi merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat 

diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara 

terhadap suatu putusan Pengadilan Tinggi. Para pihak dapat 

mengajukan kasasi bila merasa tidak puas dengan isi putusan 

Pengadilan Tinggi kepada Mahkamah Agung. Waktu untuk 

menyatakan kasasi 14 hari kalender sejak diterimanya 

pemberitahuan putusan banding oleh pengadilan tingkat 

pertama yang memeriksa perkara dimaksud. Menyusun dan 

menyerahkan memori kasasi adalah merupakan keharusan, 

apabila tidak maka kasasi yang dimintakan tidak dapat 

diperiksa dan/atau ditolak. Waktu untuk menyusun atau 

menyerahkan memori kasasi adalah 14 hari kalender sejak 

ditandatanganinya akta pernyataan kasasi. Bila ada memori 

kasasi maka pihak termohon kasasi diberi waktu 14 hari 
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kalender untuk menyusun atau menyerahkan maka dianggap 

menerima dalil-dalil kasasi.
30

 

G. Metode Penelitian 

Sulatul pelnellitian dalam pellaksanaannya dipelrlulkan dan ditelntulkan 

alatalatnya, jangka waktul, cara-cara yang dapat ditelmpulh apabila melndapat 

kelsullitan dalam prosels pelnellitian. Meltodel pelnellitian melmelgang pelranan yang 

sangat pelnting dalam kelgiatan pelnellitian dan pelnyulsulnan sulatul karya 

ilmiah.
31

 

Pelnellitian dilakulkan selcara meltodologis, sistelmatis dan konsisteln. 

Meltodologis yang dimaksuld belrarti selsulai delngan meltodel ataul cara telrtelntul, 

sistelmatis adalah belrdasarkan sulatul sistelm, dan konsisteln belrarti tidak adanya 

hal-hal yang belrtelntangan delngan sulatul kelrangka telrtelntul.
32

  

Metode adalah cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami objek 

yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan.
33 

Metode 

penelitian merupakan cara ataupun jalan dan dapat juga disebut dengan 

proses pemeriksaan yang menggunakan cara penalaran yang logis-analistis, 

berdasarkan teori-teori suatu ilmu tertentu untuk menguji suatu kebenaran 

hipotsis tentang gejala-gejala atau peristiwa social atau peristiwa hukum 

tertentu.  

1. Jenis Penelitian 
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Pendekatan masalah yang akan dipergunakan dalam penelitian ini 

adalah pendekatan yuridis sosiologis (empiris), yaitu membandingkan 

norma- norma yang ada dengan fakta-fakta yang ada di lapangan sesuai 

dengan penelitian yang dilakukan penulis.  

2. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian 

deskriptif. Maksud dari penelitian ini adalah suatu penelitian yang 

bertujuan untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya dan 

menganalisis fakta-fakta yang secara sistematis, faktual, dan akurat 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

3. Jenis dan Sumber Data 

a. Jenis Data 

Berdasarkan beberapa macam sudut pandang penelitian hukum, 

umumnya data yang dikumpulkan adalah data primer dan data 

sekunder.
34 

Jenis data yang akan diperlukan dan digunakan oleh 

penulis diperoleh dari: 

1) Data Primer 

yaitu data yang didapat langsung dari sumber pertama yang 

terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dengan 

melakukan wawancara yaitu data yang diperoleh langsung oleh 

Peneliti, terkait dengan penelitian untuk mendapatkan dan 

mengumpulkan data yang berhubungan dengan permasalahan 
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yang diteliti. Data ini diperoleh dengan cara melakukan 

wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten. 

2) Data Sekunder 

yaitu data yang diperoleh penulis dari bahan-bahan bacaan, 

Penulis mendapatkan informasi mengenai Penelitian ini dengan 

cara membaca buku-buku, jurnal dan peraturan perundang-

undangan yang terkait dengan objek penelitian Data sekunder 

dalam penelitian utamanya bersumber dari bahan hukum sebagai 

berikut: 

 

 

a) Data Sekunder 

Data sekunder yang dikumpulkan antara lain:
35

 

1) Bahan hukum primer, bahan hukum yang mengikat, yang 

dapat membantu dalam penelitian yang terdiri dari berbagai 

peraturan, yakni: 

a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-

Pokok Agraria 

c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan 

Notaris Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2004 
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d) Peraturan Pemerintah Nommor 37 Tahun 1998 Tentang 

Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah 

e) Putusan Mahkamah Agung Nomor 1424K/Pdt/2006  

2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang bukan 

berbentuk norma hukum, melainkan pendapat para ahli, 

bahan ini berupa buku-buku hukum, majalah, koran, 

internet dan karya tulisan sarjana-sarjana, baik berupa tesis 

maupun disertasi. 

3) Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan 

petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer 

dan sekunder, dalam penelitian ini yang di pakai adalah 

kamus hukum. 

b.  Sumber Data 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini berdasarkan 

sumbernya terdiri dari:  

1) Penelitian Kepusatakaan (Library Research)  

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian 

kepustakaan yang bersumber dari pengaturan perundang-

undangan, buku- buku,dokumen resmi,publikasi, dan hasil 

penelitian dan mengkaji bahan-bahan hukum yang terkait 

dengan penelitian.  

2) Penelitian Lapangan (Field Research) 



 

 

Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang 

diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat yang 

berkaitan dengan penelitian ini.  

4. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian hukum 

ini, dilakukan menggunakan teknik pengumpulan data penelitian 

kepustakaan (library research) yaitu memanfaatkan perpustakaan 

sebagai sarana dalam mengumpulkan data, dengan mempelajari buku-

buku sebagai bahan referensi yang berhubungan dengan penelitian ini, 

yakni dilakukan dengan studi dokumen. Dalam penelitian ini data yang 

digunakan adalah dengan cara menganalisis data yang diperoleh dari 

penelusuran kepustakaan dan data-data dari Mahkamah Agung. 

5.  Pengelolahan dan Analisis Data 

a. Pengelolahan Data 

Data primer dan sekunder yang telah dikumpulkan, diolah dengan 

pengolahan data editing, yaitu dengan memeriksa dan merapikan data 

yang telah dikumpulkan berupa hasil wawancara, catatan-catatan serta 

informasi yang diperoleh dari hasil penelitian, hal ini bertujuan untuk 

mendapatkan ringkasan atau poin inti dan mempermudah untuk 

melakukan analisa data. 

b. Analisis Data 

Lexy J. Moleong menyatakan analisis data dilakukan setelah data 

yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari penelitian 



 

 

lapangan akan dianalisis secara kualitatif.
36

 Analisis kualitatif 

merupakan analisis data yang tidak menggunakan rumus statistic karena 

data tidak berupa angka - angka, melainkan memberikan gambaran-

gambaran (deskrepsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan 

karenanya ia lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data, dan bukan 

kuantitas, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang 

dirumuskan.
37
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